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BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang :a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah

Mengingat

Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang
sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk
memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan melalui kemudahan perizinan
berusaha;

b. bahwa untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha
diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang
berkaitan dengan kemudahan perizinan berusaha;

c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Ngawi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa
Konstruksi perlu untuk dilakukan pencabutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Jjin Usaha Jasa Konstruksi;

: 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6481);

S.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan

BUPATI NGAWI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Izin Usaha

Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 18),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar set:iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI NGAWI,
ttd.

ONY ANWAR HARS ONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(255-5)/(2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagai
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai
penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu
kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan
kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan
merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko
memerlukan perubahan pola pikir dan penyesuaian tata kerja
penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha serta memerlukan pengaturan
proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara
elektronik (Online Single Submission). Melalui penerapan Kkonsep ini,
pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana
karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu
melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur
baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.
Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko
rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Berdasar
pertimbangan tersebut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang
ljin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu untuk dicabut.

I1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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